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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan
penyandang disabilitas tidak berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Tugu, Kota Depok. Penelitian
menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara,
observasi, dan studi dokumentasi, serta dianalisis menggunakan kerangka Gender
Analysis Pathway (GAP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyandang
disabilitas mengalami eksklusi pada dimensi akses, partisipasi, kontrol, dan
manfaat. Hambatan utama meliputi tidak tersedianya data disabilitas yang akurat,
minimnya akses informasi, keterbatasan anggaran dan fasilitas yang aksesibel,
rendahnya pengetahuan mengenai Musrenbang, serta tidak adanya mekanisme
yang memungkinkan penyandang disabilitas mempengaruhi proses pengambilan
keputusan. Akibatnya, penyandang disabilitas tidak memperoleh manfaat
pembangunan yang secara khusus memenuhi kebutuhan mereka. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa rendahnya partisipasi penyandang disabilitas dalam
Musrenbang merupakan masalah struktural dan kelembagaan yang memerlukan
upaya perbaikan melalui penguatan pendataan, aksesibilitas, dan mekanisme
partisipasi yang inklusif.

Kata kunci: perencanaan pembangunan, Musrenbang, penyandang disabilitas,
partisipasi, Gender Analysis Pathway, aksesibilitas, pembangunan inklusif
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ABSTRACT

This study aims to analyze the factors that prevent people with disabilities from
participating in the Development Planning Deliberation (Musrenbang) in Tugu
Subdistrict, Depok City. The study employed a qualitative method with a
descriptive approach through interviews, observations, and document analysis,
and the data were analyzed using the Gender Analysis Pathway (GAP)
framework. The results indicate that people with disabilities face exclusion across
the dimensions of access, participation, control, and benefits. Key barriers
include the lack of accurate disability data, limited access to information,
insufficient budgets and accessible facilities, low awareness of Musrenbang, and
the absence of mechanisms enabling people with disabilities to influence
decision-making processes. As a result, people with disabilities do not benefit
from development initiatives that specifically meet their needs. This study
concludes that the low participation of people with disabilities in Musrenbang is a
structural and institutional problem that requires improvement through
strengthened data collection, accessibility, and inclusive participation
mechanisms. Translated with DeepL.com (free version)

Keywords: development planning, Musrenbang, people with disabilities,
participation, Gender Analysis Pathway, accessibility, inclusive development
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BAB I
PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Administrasi publik saat ini menempatkan partisipasi warga sebagai
pilar utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance), terutama dalam perencanaan pembangunan di tingkat lokal. Jika
dulu administrasi publik bersifat top-down dan teknokratis, sekarang
modelnya lebih partisipatif. Pemerintah didorong untuk berdialog dengan
semua elemen masyarakat, termasuk kelompok yang selama ini terpinggirkan
dalam pengambilan keputusan publik. Perubahan ini sejalan dengan reformasi
birokrasi yang menggeser administrasi publik dari kepatuhan prosedural ke
pendekatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat
(Dwiyanto, 2015). Konsep good governance menekankan pentingnya
transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses
pengambilan keputusan publik (Danar, 2023). Prinsip partisipasi dalam good
governance berarti setiap warga negara berhak menyampaikan aspirasinya,
baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah, sehingga
kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat
(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda, 2017). Prinsip partisipasi
sebagai inti good governance didukung oleh landasan konstitusional yang
kuat dalam sistem pemerintahan Indonesia, tercermin dalam otonomi daerah

dan jaminan hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, daerah diberi wewenang untuk
melaksanakan otonomi daerah di bawah sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan otonomi ini, dianggap

penting untuk menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran dan masyarakat,



pemerataan, dan keadilan, selain mempertimbangkan potensi dan keragaman
setiap daerah. Selain itu, pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa
“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan
haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan
negaranya” dan pasal 28D ayat (3) tegas menyatakan bahwa “Setiap warga

negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

Prinsip otonomi daerah merupakan bagian penting dari pembangunan
nasional. Sebagai daerah otonom, mereka memiliki kewenangan dan
tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat
berdasarkan  prinsip  keterbukaan,  partisipasi = masyarakat, dan
pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pembangunan yang dilakukan oleh
pemerintah tentunya bertujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera,
sehingga posisi masyarakat sangat penting dalam prosesnya. Jika
pembangunan tidak mengubah kesejahteraan masyarakat, itu tidak akan
pernah mencapai tujuannya. Dengan demikian, pembangunan adalah
perundingan antara keinginan pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Oleh
karena itu, keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh partisipasi

masyarakat.

Dalam kerangka otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa perencanaan
pembangunan dari tingkat bawah harus dilakukan secara partisipatif. Dalam
pelaksanaan otonomi daerah, perencanaan pembangunan kelurahan termasuk
dalam sistem perencanaan pembangunan kabupaten atau kota dan merupakan

bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Menurut Keputusan Menteri ~ Dalam  Negeri ~ Nomor
050-187Kep/Bangda/2007, Musrenbang Kelurahan merupakan forum
musyawarah tahunan yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam
mengatasi permasalahan kelurahan serta pihak yang terkena dampak dari

hasil musyawarah tersebut, dengan tujuan untuk menyepakati rencana



kegiatan pada tahun anggaran berikutnya. Menurut Moloek (Melly et al.,
2019), Musrenbang Kelurahan merupakan forum musyawarah tahunan yang
diikuti oleh para pemangku kepentingan di tingkat kelurahan, dengan tujuan
untuk menyepakati Rencana Kerja (Renja) Kelurahan yang akan dikerjakan

pada tahun anggaran berikutnya .

Secara umum, Musrenbang kelurahan dimaksudkan untuk
menampung aspirasi dan masukan masyarakat tentang kegiatan pembangunan
di tingkat kelurahan, yang disesuaikan dengan rencana pembangunan
pemerintah daerah, baik sektoral maupun kewilayahan. Selama proses
perencanaan,  ketertiban  masyarakat  kelurahan akan  membantu
mengoptimalkan rencana pembangunan yang dapat menyelesaikan masalah
dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, terutama bagi mereka yang
tinggal di wilayah yang bersangkutan. Musrenbang kelurahan tidak
semata-mata hanya memprioritaskan masalah yang ada di desa atau kelurahan
yang diusulkan oleh masyarakat setempat, tetapi juga bertujuan untuk
menentukan masalah dan kegiatan yang harus diprioritaskan oleh tingkat
diatasnya, dalam hal ini kecamatan. Selain itu, musrenbang memberikan
kesempatan kepada warga untuk belajar tentang tata kelola pemerintahan dan

pembangunan.

Sebagai bagian dari digitalisasi proses perencanaan pembangunan,
pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menerapkan E-Musrenbang melalui
sistem RKPD Jabar Online. Sistem ini memungkinkan usulan pembangunan
dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten/kota dihimpun
secara elektronik dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk
menyampaikan aspirasi mereka secara lebih luas. Dengan demikian, proses
perencanaan menjadi lebih transparan, terdokumentasi, dan lebih mudah
untuk dikoordinasikan. Namun, di tingkat kelurahan, Musrenbang Kota
Depok belum menggunakan sistem E-Musrenbang seperti yang digunakan

oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Meskipun Kota Depok telah



meluncurkan platform digital seperti Eazy Plan untuk menampung aspirasi
masyarakat, prosedur Musrenbang di tingkat kelurahan masih menggunakan
metode konvensional, seperti forum tatap muka dan pengumpulan usulan
secara berjenjang. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi informasi dalam

penyelenggaraan Musrenbang belum optimal.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan
Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 25 butir (a)

menyatakan:

“Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa
pembedaan ataupun untuk ikut serta dalam pelaksanaan urusan
pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang

dipilih secara bebas.”

Pembangunan nasional bertujuan mensejahterakan seluruh rakyat
tanpa memandang status atau kondisi sosial mereka, sehingga setiap program
yang dijalankan oleh instansi tertentu harus memperhatikan hubungan dan
interaksi antara masyarakat yang memiliki disabilitas dengan yang tidak
memiliki disabilitas. Hal ini kemudian diperkuat melalui Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menetapkan
komitmen untuk memenuhi berbagai hak yang dimiliki oleh penyandang
disabilitas. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa orang dengan
disabilitas memiliki hak yang sama sebagai warga negara Indonesia untuk
hidup yang maju, berkembang secara adil, dan bermartabat. Beberapa hak
yang harus dipenuhi oleh penyandang disabilitas adalah hak untuk memiliki
pekerjaan, berwirausaha, mendapatkan kesejahteraan sosial, mendapatkan
pendidikan, layanan kesehatan, berpartisipasi dalam politik, memiliki
aksesibilitas yang baik, serta mendapatkan pelayanan publik yang layak.
Dengan demikian, sebenarnya diharapkan agar orang dengan disabilitas bisa
mendapatkan kesempatan untuk berkembang dalam karir, ditempatkan

bekerja secara adil dan seimbang, memiliki serta mengelola bisnis secara



mandiri, mendapatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan
publik secara adil, menyampaikan aspirasi politik, serta berpartisipasi dalam

organisasi.

Berdasarkan UU tersebut diatas, beberapa peraturan daerah di tingkat
provinsi maupun kabupaten/kota telah dibuat di Indonesia. Salah satunya
adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2025 yang
mengatur tentang penyelenggaraan penghormatan, perlindungan, dan
pemenuhan hak penyandang disabilitas. Untuk memenuhi ketentuan dari
Undang-Undang maupun Peraturan Daerah tersebut, pemerintah harus
mengelola barang dan jasa yang dihasilkan karena berkaitan langsung dengan
kebutuhan masyarakat (Bharata & Priyono, 2019). Upaya pemerintah dalam
meningkatkan pemenuhan hak serta kesejahteraan bagi penyandang
disabilitas dapat dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan yang
dijalankan oleh setiap instansi pemerintah (OPD), dengan menggunakan

anggaran yang telah ditentukan.

Saat ini, penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai masalah
yang cukup kompleks. Priyanto & Hentika (2024) menjelaskan bahwa
beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain adanya diskriminasi dalam
hal pemenuhan hak, pendidikan, pekerjaan, serta fasilitas publik seperti
transportasi, tempat ibadah, tempat hiburan, dan tempat rekreasi. Selain itu,
mereka juga menyebutkan bahwa kesamaan dalam kedudukan di muka umum
masih menjadi isu yang perlu diperhatikan. Selain itu, partisipasi orang
dengan disabilitas dalam bidang sosial dan politik masih tergolong rendah
(Setyaningsih & Gutama, 2016). Masalah ini masih terjadi karena program
dan anggaran yang diberikan pemerintah untuk penyandang disabilitas belum
sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, penting bagi
penyandang disabilitas untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan agar
program dan anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesejahteraan

mereka.



Partisipasi penyandang disabilitas dalam pembangunan sering
berkaitan dengan isu gender. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan
penyandang disabilitas kerap mengalami diskriminasi berlapis, yaitu
diskriminasi yang muncul dari gabungan identitas gender dan kondisi
disabilitas mereka. Diskriminasi ini terjadi di tingkat budaya, seperti stigma
dari keluarga dan masyarakat, dan di tingkat struktural, seperti kurangnya
perspektif kesetaraan gender dan disabilitas dalam kebijakan publik
(Rokhmah & Ro'fah, 2021). Akibatnya, perempuan penyandang disabilitas
lebih sering dipandang sebagai objek pembangunan, bukan sebagai subjek
yang aktif menyuarakan kebutuhan mereka. Hal ini juga terlihat dalam
perencanaan dan penganggaran daerah, di mana usulan terkait isu disabilitas,
lansia, anak, dan kepala rumah tangga perempuan masih sedikit. Selain itu,
partisipasi perempuan dalam forum perwakilan kelurahan dan kecamatan

masih didominasi laki-laki (BAPPEDA Kota Padang Panjang, 2022).

Sejalan dengan pentingnya melibatkan kelompok masyarakat
marginal dalam perencanaan tersebut, pemerintah daerah telah membuat
kerangka aturan untuk memastikan proses pembangunan berlangsung secara
partisipatif melalui pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan
Desa/Kelurahan, Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan, Forum
SKPD/Gabungan SKPD, dan Musyawarah Rencana Pembangunan RKPD.
Hingga saat ini, Musrenbang belum berfungsi sebagai tempat diskusi yang
aspiratif. Musrenbang hanya dianggap sebagai kegiatan formal tanpa makna
yang nyata bagi masyarakat setempat. Bahkan, kegiatan ini dinilai kurang
relevan bagi penyandang disabilitas, sehingga menyebabkan program
pembangunan tidak cukup memperhatikan kebutuhan kaum disabilitas.
Padahal jika dilihat dari aspek penganggaran, Musrenbang merupakan salah
satu tahapan di mana kebutuhan masyarakat dapat diidentifikasi dan
dianggarkan, sehingga tujuan utama negara sebagaimana diatur dalam UUD

1945, yaitu mensejahterakan masyarakat, dapat tercapai melalui Musrenbang.



UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN) pasal 1 ayat (21) menjelaskan bahwa Musrenbang adalah
sebuah forum antar pelaku yang bertujuan untuk menyusun rencana
pembangunan nasional maupun daerah. Sehingga musrenbang harus
mencerminkan semangat musyawarah yang bersifat partisipatif dan dialogis,
menjadi forum bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin dan perempuan,
dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka. Suara mereka tidak
boleh diabaikan saat menentukan prioritas program dan kegiatan

pembangunan.

Perencanaan yang inklusif adalah proses perencanaan yang didasarkan
pada hasil analisis data dan informasi secara sistematis, dengan membagi data
tersebut berdasarkan tingkat kemampuan seseorang. Proses ini juga
mempertimbangkan berbagai isu terkait disabilitas yang muncul dari
pengalaman, kebutuhan, aspirasi, serta tantangan yang dihadapi oleh
penyandang disabilitas dalam mengakses dan memanfaatkan kebijakan,
program, atau kegiatan pembangunan. Selanjutnya, hasil analisis tersebut
diintegrasikan ke dalam seluruh proses penyusunan perencanaan, mulai dari
memformulasikan tujuan (seperti kebijakan, program, atau kegiatan) hingga

melakukan monitoring dan evaluasi serta menentukan indikator.

Dalam konteks penerapan kebijakan tersebut, prinsip-prinsip
perencanaan yang inklusif sangat penting untuk diterapkan di wilayah yang
memiliki dinamika penduduk yang cukup tinggi, seperti di Kelurahan Tugu.
Kelurahan Tugu berada di dalam wilayah Kecamatan Cimanggis, Kota
Depok, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kelurahan ini merupakan bagian
penting dari wilayah perkotaan Depok yang lebih luas, membantu dalam
fungsi permukiman serta urusan administrasi setempat. Kelurahan Tugu
memiliki populasi sekitar 84.855 jiwa. Kelurahan ini mencakup area seluas

5,42 km?.



Kelurahan Penduduk
Laki-laki Perempuan Jumlah
Curug 11.199 11.310 22.509
Harjamukti 12.540 12.618 25.158
Cisalak Pasar 12.495 12.556 25.051
Mekarsari 23.997 24.330 48.327
Tugu 42.991 42.950 85.941
Pasir Gunung Selatan 18.553 16.230 34.783
Kecamatan Cimanggis 121.775 119.994 241.769

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk per Kelurahan di Kecamatan Cimanggis

Sumber: Kecamatan Cimanggis dalam Angka, BPS (2025)

Dasar pemilihan Kelurahan Tugu sebagai lokasi penelitian didasarkan

pada karakteristik wilayahnya yang merupakan salah satu daerah dengan
tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di Kecamatan Cimanggis. Dari
jumlah penduduk 241.769 jiwa di Kecamatan Cimanggis, sekitar 85.941 jiwa
(£34% penduduk) tinggal di Kelurahan Tugu, tertinggi dibandingkan dengan
kelurahan lain di Kecamatan Cimanggis. Angka tersebut menunjukkan bahwa
Kelurahan Tugu memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, sehingga
berbagai dinamika sosial, termasuk peran masyarakat dalam kehidupan sosial
di sana, menjadi cukup menarik dan layak untuk diteliti lebih lanjut. Selain
itu, lokasi yang dipilih juga dipertimbangkan karena dekatnya peneliti dengan
daerah penelitian, karena peneliti tinggal di Kelurahan Tugu. Hal ini
memungkinkan peneliti untuk memahami kondisi empiris, konteks sosial,

serta kenyataan partisipasi secara langsung dan dengan lebih dalam.

Berdasarkan hasil pengamatan awal yang dilakukan peneliti di
Kelurahan Tugu, Kota Depok, terdapat tanda-tanda adanya masalah yang
cukup mendasar terkait keterlibatan penyandang disabilitas dalam forum
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan.

Dalam pelaksanaan Musrenbang yang diamati, tidak terlihat adanya



penyandang disabilitas yang hadir sebagai peserta dalam forum tersebut, baik
sebagai orang yang mewakili diri sendiri maupun sebagai anggota dari suatu
kelompok atau komunitas tertentu. Kehadiran yang tidak terjadi bukan hanya
sekali, melainkan menunjukkan kebiasaan yang terus berulang. Selain itu,
berdasarkan pengamatan awal, tidak ditemukan adanya penyampaian aspirasi
yang secara jelas menggambarkan kebutuhan penyandang disabilitas melalui
perantara seperti RT, RW, atau tokoh masyarakat setempat yang hadir dalam
forum tersebut. Dengan demikian, kelompok penyandang disabilitas tidak
hanya tidak hadir secara fisik dalam ruang Musrenbang, tetapi juga tidak

benar-benar diwakili dalam agenda dan usulan pembangunan yang dibahas.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kemungkinan kelompok
disabilitas menjadi terpinggirkan dalam proses perencanaan pembangunan
yang berlangsung di tingkat terdekat dengan masyarakat. Padahal,
Musrenbang kelurahan adalah ruang partisipatif yang secara normatif
dirancang untuk menerima aspirasi dari seluruh elemen masyarakat, termasuk
kelompok yang rentan. Jika penyandang disabilitas tidak hadir atau tidak
memiliki perwakilan, maka kebutuhan khusus mereka, seperti aksesibilitas
terhadap infrastruktur, fasilitas publik yang ramah disabilitas, layanan
kesehatan dan pendidikan yang inklusif, serta program pemberdayaan
ekonomi, berpotensi tidak termasuk dalam prioritas pembangunan. Situasi ini
bisa mengakibatkan kebijakan yang tidak cukup tanggap terhadap prinsip
inklusivitas dan justru memperbesar ketimpangan dalam akses terhadap

manfaat pembangunan di tingkat daerah.

Secara normatif, kondisi tersebut bertentangan dengan semangat serta
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas, yang dengan jelas menjamin hak penyandang disabilitas untuk
terlibat dalam semua tahapan pembangunan, termasuk proses perencanaan di
tingkat daerah. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pemerintah pusat

dan pemerintah daerah wajib menghormati, melindungi, serta memenuhi hak



individu yang memiliki disabilitas, termasuk dengan memberikan akses yang
mudah dan memastikan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang
memengaruhi kehidupan mereka. Oleh karena itu, partisipasi penyandang
disabilitas dalam Musrenbang bukan hanya sekadar bentuk partisipasi
simbolik, tetapi juga merupakan bagian dari upaya memenuhi hak
konstitusional dan hak asasi manusia yang dijamin oleh peraturan

perundang-undangan.

Berkaitan dengan temuan dari observasi awal tersebut, muncul
berbagai pertanyaan kritis yang menjadi alasan peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian ini secara lebih lanjut. Peneliti meragukan apa yang
sebenarnya menjadi penyebab mengapa penyandang disabilitas tidak
berpartisipasi dalam Musrenbang Kelurahan Tugu. Apakah mereka
benar-benar tidak diundang atau tidak menerima informasi mengenai
pelaksanaan Musrenbang? Ataukah mereka sudah diundang, tapi memilih
untuk tidak datang? Jika undangan benar-benar telah diberikan, apa faktor
yang menyebabkan mereka tidak hadir? Apakah ada hambatan fisik seperti
akses ke tempat yang tidak ramah bagi orang dengan disabilitas, hambatan
komunikasi seperti kurangnya informasi dalam bentuk yang mudah diakses,
atau hambatan sosial dan psikologis seperti rasa tidak percaya diri,
pengalaman diskriminasi, atau keyakinan bahwa aspirasi mereka tidak akan

didengar?

Selain itu, perlu juga dipertanyakan apakah mekanisme Musrenbang
di tingkat kelurahan telah secara aktif dan terorganisasi dalam
mengidentifikasi serta melibatkan kelompok penyandang disabilitas sebagai
bagian dari para pemangku kepentingan dalam pembangunan. Ketidakhadiran
mereka mungkin bukan hanya karena kurang semangat dari para penyandang
disabilitas, tetapi juga karena belum ada pendekatan yang inklusif dan
proaktif dari penyelenggara Musrenbang. Dengan kata lain, masalah ini tidak

bisa langsung dianggap karena rendahnya partisipasi, tetapi perlu dilihat
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sebagai kemungkinan adanya hambatan struktural dan lembaga yang

membatasi ruang untuk mereka terlibat.

Adanya perbedaan antara kerangka aturan yang menjamin hak untuk
terlibat serta keadaan nyata di Kelurahan Tugu inilah yang menjadi dasar
awal dari penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara
mendalam berbagai faktor yang memengaruhi partisipasi penyandang
disabilitas dalam Musrenbang, termasuk dari perspektif individu penyandang
disabilitas itu sendiri, kelembagaan di tingkat kelurahan, serta mekanisme
formal yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya
dapat menjelaskan mengapa partisipasi masyarakat rendah, tetapi juga
memberikan masukan dalam menyusun rekomendasi yang dapat mendorong
terwujudnya proses perencanaan pembangunan yang lebih inklusif,

partisipatif, dan adil di tingkat kelurahan.
Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, peneliti mengajukan
pertanyaan berikut: “Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan
penyandang disabilitas tidak berpartisipasi dalam Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Tugu?”
Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor penyebab
kesenjangan dalam partisipasi penyandang disabilitas dalam Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Tugu Kota Depok.
Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan memberikan manfaat

teoritis dan praktis:
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1. Manfaat Teoritis

a.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam
pengembangan studi tentang pemerintahan dan administrasi publik,
khususnya dalam hal partisipasi masyarakat dan pemerintahan yang
inklusif di tingkat daerah.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber acuan bagi para
akademisi dalam menganalisis pelaksanaan hak partisipasi
penyandang  disabilitas sesuai  dengan  ketentuan dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas.

2. Manfaat Praktis

a.

Diharapkan penelitian ini akan membantu RT/RW dan pemangku
kepentingan di tingkat kelurahan membuat rencana pelibatan yang
lebih proaktif terhadap penyandang disabilitas, baik melalui
penyebaran informasi yang mudah diakses maupun sistem
perwakilan aspirasi yang lebih adil dan responsif.

Diharapkan penelitian ini akan berfungsi sebagai evaluasi dan
rekomendasi bagi Pemerintah Kelurahan Tugu dan pihak-pihak
terkait untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam

Musrenbang.
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BAB YV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penyandang disabilitas di Kelurahan
Tugu belum terlibat secara efektif dalam proses musrenbang. Masih terdapat
eksklusi yang bersifat menyeluruh pada dimensi APKM. Dalam setiap
sub-faktor yang diteliti, penyandang disabilitas menghadapi banyak tantangan
dari dimensi faktor. Tidak ada komunitas penyandang disabilitas yang
terorganisir di Kelurahan Tugu, tidak ada basis data khusus penyandang
disabilitas yang akurat dan terdokumentasi, tidak ada mekanisme penyebaran
informasi Musrenbang yang secara khusus menjangkau penyandang
disabilitas, dan tidak ada pendamping di tingkat kelurahan yang mendukung
keterlibatan mereka. Dalam hal keuangan, struktur pembiayaan pembangunan
tidak memberikan alokasi anggaran yang tepat untuk memenuhi kebutuhan
penyandang disabilitas, dan keadaan ekonomi sebagian besar penyandang
disabilitas semakin menjauhkan mereka dari berpartisipasi secara mandiri.
Tidak ada satu pun dari wusulan di forum Musrenbang yang
mempertimbangkan standar aksesibilitas disabilitas. Sebaliknya, semua usulan
berfokus pada kebutuhan infrastruktur umum. Dalam hal layanan pemerintah,
kelurahan hanya bertindak sebagai koordinator pasif tanpa program langsung,
petugas khusus, atau fasilitas komunikasi yang mudah diakses seperti

penerjemah bahasa isyarat dalam forum Musrenbang.

Dari  ketiga sub-faktor yang diteliti dalam faktor partisipasi,
penyandang disabilitas sangat sedikit terlibat. Sebagai akibat dari tidak adanya
layanan informasi yang tersedia bagi mereka, penyandang disabilitas tidak
memahami Musrenbang dan menganggapnya tidak relevan bagi mereka.
Selain itu, anggota staf kelurahan kurang memahami kondisi dan kebutuhan

penyandang disabilitas, dan mereka cenderung mendefinisikan disabilitas
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hanya pada orang yang terlihat fisik dan berusia lanjut. Terdapat kesenjangan
antara pernyataan dukungan aparatur kelurahan dengan tindakan nyata yang
dilakukan, sementara sikap pasif penyandang disabilitas merupakan respons
atas pengalaman bertahun-tahun tidak diberi ruang untuk bersuara. Dalam
praktiknya, penyandang disabilitas tidak pernah diundang, tidak pernah hadir,
dan tidak pernah terdapat usulan untuk mewakili kebutuhan mereka, karena

tidak ada mekanisme alternatif untuk keterlibatan.

Dari faktor kontrol, penyandang disabilitas di Kelurahan Tugu tidak
memiliki akses ke proses pengambilan keputusan Musrenbang. Satu-satunya
cara yang tersedia adalah melalui perantara RT dan RW, tetapi hingga saat ini
belum pernah ada usulan yang berkaitan dengan kebutuhan penyandang
disabilitas yang diwakili oleh RT ataupun RW yang kemudian dimasukkan ke
dalam agenda Musrenbang. Tidak ada konsultasi khusus sebelum forum, tidak
ada perwakilan yang ditunjuk untuk menyampaikan kepentingan mereka, dan
tidak ada mekanisme umpan balik yang memastikan aspirasi mereka
dipertimbangkan. Kondisi ini menunjukkan kesenjangan kontrol, di mana
sebuah kelompok masyarakat tidak terlibat proses yang menentukan kondisi

kehidupan mereka sendiri.

Dari faktor manfaat, penyandang disabilitas hanya memperoleh
manfaat tidak langsung dari hasil Musrenbang yang ditujukan untuk
kepentingan umum seluruh warga, seperti perbaikan jalan dan penerangan
jalan, pengadaan ambulans lingkungan, dan layanan kesehatan melalui
posyandu dan posbindu. Tidak ada program pembangunan yang ditujukan
khusus untuk penyandang disabilitas. Karena pembangunan infrastruktur
umum tidak pernah mempertimbangkan standar aksesibilitas yang dibutuhkan
penyandang disabilitas, seperti jalur pemandu, ram kursi roda, kemiringan
yang tepat, dan lebar jalan yang memadai, manfaat tidak langsung yang
diperoleh pun tidak dapat dibandingkan dengan pemenuhan hak aksesibilitas

yang sebenarnya.
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Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa
eksklusi penyandang disabilitas dari Musrenbang di Kelurahan Tugu adalah
masalah struktural-kelembagaan. Hal ini merupakan akibat dari data yang
tidak tersedia, anggaran yang tidak responsif, kurangnya mekanisme informasi
yang inklusif, kurangnya pengetahuan dari pihak kelurahan dan penyandang
disabilitas, dan tidak adanya jalur partisipasi dan kontrol yang berguna bagi
penyandang disabilitas. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa ketentuan dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas belum sepenuhnya
diimplementasikan di tingkat kelurahan, khususnya dalam penyelenggaraan

Musrenbang yang inklusif.

. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan, dan sintesis pemecahan
masalah yang telah disusun, peneliti merumuskan saran sebagai tindak lanjut
dari temuan penelitian. Saran dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu
saran teoritis dan saran praktis. Saran teoritis diarahkan untuk pengembangan
kajian akademik dan penelitian selanjutnya mengenai kegiatan Musrenbang
inklusif bagi penyandang disabilitas. Sementara itu, saran praktis diarahkan
sebagai masukan bagi Kelurahan Tugu, pengurus RT/RW, kader PKK, serta
pihak terkait dalam memperbaiki pelaksanaan program job fair agar lebih
inklusif, responsif, dan memberikan manfaat yang lebih nyata bagi

penyandang disabilitas.
1. Saran Teoritis

Secara teoritis, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa
penelitian lebih lanjut diperlukan tentang partisipasi penyandang
disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan. Pengembangan ini
diharapkan dapat meningkatkan penelitian administrasi publik dan

pembangunan inklusif, terutama yang berkaitan dengan penerapan
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pendekatan Gender Analysis Pathway (GAP) untuk mengidentifikasi
perbedaan antara akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Oleh karena itu,

beberapa rekomendasi teoritis berikut dapat diajukan.

a. Diharapkan penelitian selanjutnya akan mengembangkan analisis
partisipasi penyandang disabilitas dengan menggunakan metode atau
teori yang relevan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mendapatkan perspektif yang lebih luas untuk menjelaskan komponen
yang mempengaruhi keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses
perencanaan pembangunan.

b. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang partisipasi
penyandang disabilitas dalam Musrenbang, penelitian selanjutnya
disarankan untuk membandingkan beberapa kelurahan atau wilayah
yang memiliki karakteristik yang berbeda.

c. Penelitian selanjutnya diharapkan melibatkan lebih banyak
penyandang disabilitas sebagai informan utama dari berbagai jenis
disabilitas, sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan dengan
lebih baik apa yang mereka butuhkan.

d. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menyelidiki hubungan antara
anggaran, aksesibilitas layanan publik, dan tingkat partisipasi
penyandang disabilitas dalam pembangunan. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk memperkaya pengembangan konsep pembangunan yang
inklusif dan berkeadilan.

e. Penelitian yang akan datang diharapkan untuk menggali seberapa
efektif kebijakan dan penerapan prinsip “nothing about us without us”
dalam perencanaan pembangunan di tingkat lokal. Ini akan membantu

mengembangkan teori tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan

inklusif.
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2. Saran Praktis

Secara praktis, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sejumlah
kendala terus ada dalam proses Musrenbang Kelurahan Tugu yang inklusif
bagi penyandang disabilitas. Masih terdapat masalah keterbatasan sumber
daya, mekanisme kelembagaan, penyebaran informasi, dan kurangnya
ruang partisipasi bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, pemerintah
kelurahan dan pemangku kepentingan terkait harus melakukan hal-hal
nyata untuk mendorong penyandang disabilitas lebih terlibat dalam proses
perencanaan pembangunan. Adapun saran praktis yang dapat diberikan

adalah sebagai berikut.

a. Pendataan penyandang disabilitas harus dilakukan secara berkala dan
terdokumentasi dengan baik oleh pemerintah Kelurahan Tugu. Ini akan
memberikan basis data yang akurat untuk membangun kebijakan dan
perencanaan pembangunan yang inklusif.

b. Pemerintah Kelurahan Tugu harus membuat metode pemberian
informasi Musrenbang yang lebih inklusif untuk memberi tahu
penyandang disabilitas dan keluarga mereka tentang waktu, tempat,
dan cara pelaksanaannya.

c. Pemerintah Kelurahan Tugu harus meningkatkan partisipasi
penyandang disabilitas dengan melibatkan mereka secara langsung
atau dengan membentuk perwakilan yang dapat menyampaikan
kebutuhan dan aspirasi mereka di forum Musrenbang.

d. Agar penyandang disabilitas mendapatkan dukungan yang memadai
untuk  berpartisipasi  dalam  kegiatan = kemasyarakatan dan
pembangunan, pemerintah Kelurahan Tugu bersama RT, RW, kader
PKK, dan pemangku kepentingan lainnya perlu meningkatkan
koordinasi dan pendampingan terhadap mereka.

e. Selama pelaksanaan Musrenbang, pemerintah Kelurahan Tugu harus

mendorong penyediaan fasilitas dan layanan yang ramah disabilitas,m
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termasuk kemudahan akses fisik, sumber daya informasi yang ramah
disabilitas, dan akomodasi yang sesuai dengan kebutuhan penyandang
disabilitas.

Pemerintah Kelurahan Tugu harus memastikan bahwa usulan
pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan penyandang
disabilitas dimasukkan ke dalam proses perencanaan pembangunan
sehingga hasil pembangunan memenuhi prinsip aksesibilitas dan
kesetaraan serta memberikan manfaat umum.

. RT, RW, kader PKK, dan anggota masyarakat lainnya harus lebih aktif
dalam menemukan kebutuhan dan aspirasi penyandang disabilitas
guna diusulkan dalam forum perencanaan pembangunan. Ini terutama
berlaku untuk penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan untuk
hadir secara langsung.

. Untuk membangun sistem pendampingan dan pemberdayaan yang
berkelanjutan yang memungkinkan partisipasi penyandang disabilitas
dalam pembangunan, pemerintah kelurahan harus bekerja sama dengan
Dinas Sosial, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas penyandang

disabilitas.
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